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ABSTRAK 

 

Pembangunan Desa merupakan bagian yang penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari pembangunan Nasional, seperti pembangunan 

Daerah yang meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk 

tumbuh dan berkembang di atas kemampuan sendiri. Pembangunan 

Desa juga dapat dikatakan sebagai garis besar Negara. Yang jika 

dilihat secara garis besar bahwa sebenarnya pembangunan dipedesaan 

itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui 

peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat Desa serta 

memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun 

tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi 

pembangunan infrastruktur pada pasal 78 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan bagaimana 

implementasi pembangunan infrastruktur pada pasal 78 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung 

dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ditinjau 

dari fiqh siyasah 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. 

Sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data 

dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), rekontruksi data 

(reconstructing) dan sistematisasi data (systematizing). Metode 

analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui 

metode berfikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat 

kesimpulan dari penelitian ini. 

Adapun hasil penelitian ini antara lain perbandingan 

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus (studi komparatif tenntang pembangunan infrastruktur 

pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak). Implementasi 

pembangunan infrastruktur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung sudah terealisasikan 
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dengan baik  dimana dana yang diberikan kepada Pekon Banjar 

Agung yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak 

yang direalisasikan oleh Pemerintah Pekon Banjar Agung. Sedangkan 

di Pekon Badak secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik 

karena di Desa Badak dana yang ada masih dialihkan kepada 

penanganan wabah Covid-19. Sehingga pembangunan infrastruktur 

belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun dana untuk 

pembangunan yang ada di Pekon tersebut. Tinjauan fiqh siyasah 

terhadap implementasi pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak sudah sesuai 

dengan fiqh siyasah karena pembangunan dilandaskan pada konsep-

konsep pembangunan yang mementingkan kesejahteraan ummat dan 

dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat 

sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah 

selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat. 

 

Kata kunci: Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak, Fiqh Siyasah, 

Pembangunan Infrastruktur 
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ABSTRACT 

 

Village development is an important and inseparable part of 

national development, such as regional development which lays a 

framework for the Indonesian nation to grow and develop beyond its 

own capabilities. Village development can also be said as the outline 

of the State. Which, if viewed in general terms, is that in fact rural 

development must improve the quality of rural areas through 

increasing village community initiatives and self-help and making 

maximum use of funds that are directly or indirectly intended for rural 

development. The formulation of the problem in this study is how to 

implement infrastructure development in Article 78 of Law Number 6 

of 2014 concerning Villages in Banjar Agung Village and Badak 

Village, Limau District, Tanggamus Regency and how to implement 

infrastructure development in Article 78 of Law Number 6 of 2014 

concerning Villages. in Pekon Banjar Agung and Pekon Badak, Limau 

District, Tanggamus Regency in terms of fiqh siyasah 

 The type of this research is field research (field research). The 

data used are primary and secondary data. The sample used is 

purposive sampling. Data collection techniques in this study used the 

methods of observation, interviews and documentation. Data 

management techniques are carried out by examining data (editing), 

data reconstruction (reconstructing) and data systematizing 

(systematizing). The data analysis method used is a qualitative 

approach through inductive thinking methods. This makes it easier to 

draw conclusions from this research. 

 The results of this study include a comparison of 

infrastructure development in Limau District, Tanggamus Regency (a 

comparative study of infrastructure development in Banjar Agung 

Village and Badak Village). The implementation of infrastructure 

development in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning 

Villages in Banjar Agung Village has been well realized where the 

funds given to Banjar Agung Village which have been budgeted for 

development have been realized by the Banjar Agung Village 

Government. While in Badak Village as a whole it has not been 

realized properly because in Badak Village the existing funds are still 
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being diverted to handling the Covid-19 outbreak. So that 

infrastructure development has not been clearly seen both in terms of 

physical and funds for development in the village. The review of 

siyasah fiqh on the implementation of article 78 of Law Number 6 of 

2014 concerning Villages in Banjar Agung Village and Badak Village 

is in accordance with siyasah fiqh because development is based on 

development concepts that prioritize the welfare of the community 

and in the effort to implement development it is intended as worship 

Allah alone and feel that Allah is always watching and watching what 

we do. 

 

Keywords: Banjar Agung Village and Badak Village, Fiqh Siyasah, 

Infrastructure Development. 
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MOTTO 

 

                               

       : ( 16)سورة هود 

“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat 

(rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (Q.S. Hud: 

61) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian 

yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung 

dalam judul. Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQH 

SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 

DESA (Studi Komparatif tentang Pembangunan 

Infrastruktur Pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)”. 

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis 

akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul 

skripsi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman 

pembahasan dalam memahami judul. Istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah  sebagai berikut: 

1. Tinjauan  

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan 

cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). 

Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya).
1
 

2. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan 

Siyasah.
2
 Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara 

etimologis, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.
3
 

                                                                 
 1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat  Bahasa, 4 ed (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),  1529. 

2Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fikih al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 

2001) vol. 1, 18. 

 3Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2014), 2. 
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Secara terminologis Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai 

pengetahuan tentang hukum syar‟i mengenai amal perbuatan 

yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.
4
 

Kata Siyasah adalah berasal dari kata sasa-yasusu-

siyasatun, berarti mengatur, memerintah dan mengurus.
5
 

Siyasah juga berarti pemerintahan, politik dan pembuat 

kebijaksanaan.
6
 Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur 

mendefinisikan siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara 

yang membawa kepada kemaslahatan.
7
 

Jadi, Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam 

yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 

Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, 

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 

ajaran agama Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

3. Implementasi  

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilkukan 

oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok 

Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan pada keputusan 

kebijakan.
8
 

4. Pasal 78 BAB IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

menegaskan sebagai berikut: 

a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

                                                                 
4Al-Zuhayli, Ushul al-Fikih al- Islami, vol. 1, 18. 
5Louis Ma‟luf, Munjid fi al-Lughah wa al- A‟lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 

1986), 362 dan Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Vol. VI (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), 

108. 
6Abdul Wahab Khallaf, Al- Siyasah Al- Syar‟iyyah (Al-Qahirah: Dar al-

Anshar, 1977), 4-5.  
7Ibid.  

8Solichin Abdul Wahab, Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), 65. 
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dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial.
9
 

5. Desa 

R. Bintarto mengatakan Desa adalah perwujudan 

geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, 

sosial, ekonomi politik, kultur setempat dalam hubungan dan 

pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
10

 

Dari beberapa uraian di atas, maka penelitian ini 

menjelaskan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 

78 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penerapannya di 

Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus yang ditinjau dari Fiqh Siyasah  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia menjadi penting untuk 

diangkat kembali ketika prinsip-prinsip pembangunan di dalam 

pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dan sulit dicari 

solusinya. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan 

kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 

terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan yang 

mencangkup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, 

                                                                 
9Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX Pembanguna 

Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pasal 78. 
10R. Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), 11. 
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infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan 

dan budaya.
11

 

Seiring telah ditetapkannya Pengaturan Pembangunan 

Desa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyatakan bahwa peraturan pedesaan yang telah disahkan 

dengan didukung oleh DPR ini telah mensinergikan sejumlah 

prinsip program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

(PNPM Mandiri) termasuk perencanaan partisipatif Desa, 

implementasi kegiatan berbasis Desa, kolaborasi antara Desa dan 

upaya meningkatkan mekanisme akuntabilitas. Dengan 

disahkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 

menyatakan bahwa masyarakat diharapkan mengemban tanggung 

jawab dan kendali atas urusan Desa nya dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan pembangunan. Musyawarah tahunan masyarakat Desa 

akan menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
12

 

Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian 

Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan 

nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen 

bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama.
13

 Tujuan dari 

pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Republik 

Indonesia. Pembangunan nasional akan terwujud apabila 

didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib, yakni ada 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah 

termasuk Desa. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 

1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

                                                                 
11Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2014),  2. 
12Oktariani, “Perbandingan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur”, 

Jurnal Pemerintahan Integratif  4, no. 1 (2016):  32, https://doi.org/ 2337-

8670/v4i1.32. 
13Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan 

Nasional, Pasal 1 Ayat (2). 
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masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. 

Oleh karena itu, Desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih profesional, efesien, 

efektif dan terbuka serta bertanggungjawab dalam mengurus atau 

menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan 

pemerintahan Desa. 

Tujuan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (8) bahwa 

pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

Desa.
15

 Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

menjelaskan tentang pembangunan Desa yang terdapat tiga (3) 

ayat: 

1. Pembangunan Desa bertujaun meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan. 

3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial.
16

  

                                                                 
14Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Op, Cit, Bab 1 Pasal 1 ayat (1). 
15Ibid, Bab I Pasal 1 ayat (8). 
16Ibid, Bab IX Pasal 78. 
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 Pada pasal 78 ayat (2) bahwa pembangunan Desa 

meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan. 

Oleh karena itu kepala Desa harus melakukan pengawasan pada 

setiap pembangunan agar tepat sasaran dan bisa digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. 

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan 

pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.
17

 Suatu daerah akan lebih maju 

apabila dilakukan pembangunan baik dibidang fisik maupun non 

fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya 

pengawasan dari kepala Desa dan juga partisipasi dari masyarakat.  

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus 

dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Di dalam Al-

Qur‟an pemimpin disebut dengan ulil amri.
18

 Dijelaskan juga di 

dalam Al-Qur‟an di dalam Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut: 

                            

                            

                 ( : 95سورة النساء) 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian juka 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang 

                                                                 
17Ibid, Bab V Penyelenggaran Dan Pemerintahan Desa Pasal 26 Ayat (1). 
18Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan 

Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2018), 105. 
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demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(Q.S An- Nisa/4:59)
19

 

Ayat di atas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang 

penting yang harus ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati 

Allah SWT, Rosulullah, dan Ulil Amri.
20

 Dimana Ulil Amri 

adalah orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk 

mengemban suatu tugas ataupun urusan.
21

 Kepala Desa adalah 

pemimpin yang memiki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan 

dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala Desa harus 

mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang 

dibebankan kepadanya. Sebab itu, kepemimpinan melahirkan 

kekuasaan dan wewenang  yang gunanya semata-mata untuk 

memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab untuk melayani 

rakyat. 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan 

Desa, kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin 

Desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan 

Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. 

Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk meningkatkan 

pembangunan disetiap Desa masing-masing untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dari ketidakseimbangannya 

pembangunan yang ada, karena tujuan utama dari pembangunan 

adalah untuk mensejahterakan masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek 

penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan 

nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai 

salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian, dan 

kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dalam memecahkan 

permasalahan yang terkait kemiskinan serta ketertinggalan dalam 

suatu Desa. Program ekonomi saat ini memprioritaskan 

                                                                 
19Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Semarang: PT Karya Toha Semarang, 1971), 80 
20Ibid, 106 
21J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran 

(Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997),  66. 
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infrastruktur pedesaan sebagai salah satu solusi untuk 

memperkuat ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya 

pembangunan daerah pedesaan haruslah menjadi suatu prioritas 

dan harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk masa yang 

akan datang. 

Desa Banjar Agung dan Desa Badak merupakan Desa 

yang sama-sama bersebelahan dengan Ibukota kecamatan Limau 

(Desa Kuripan) akan tetapi pembangunan infrastruktur kedua 

Desa ini berbeda. Seperti Desa Banjar Agung  memiliki jalan 

poros Desa yaitu jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau 

antar pemukiman antar Desa, dan infrastruktur Desa nya pun 

Desa Badak masih tertinggal dari Desa Banjar Agung.  

Penelitian dilakukan untuk meneliti pembangunan yang 

terjadi dibidang pembangunan fisik atau infrastruktur Desa. 

Kedua Desa yang peneliti pilih karena adanya ketidakseimbangan 

yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur yang ada, 

sehingga tidak optimal masalah pembangunan Desa yang ada 

secara umum. Dengan melihat adanya permasalah-permasalah 

tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai 

sejauh mana perbedaan pembangunan infrastruktur kedua Desa 

ini dan apa yang menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan 

infrastruktur antar kedua Desa ini. Maka penyusunan skripsi ini 

diberi judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 

78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Studi 

Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada Pekon 

Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus). 

 

C.  Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dapat 

memahami benar-benar permasalahan yang ada. Identifikasi 

masalah yang dimaksud adalah untuk menunjukan adanya 

permasalahan secara jelas, akurat, dan faktual. Berdasarkan 
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latar belakang di atas maka timbul berbagai permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur Desa 

Banjar Agung dan Desa Badak 

b. Peran pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur 

Desa  

c. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

infrastruktur Desa 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari 

pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu 

membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Luas lingkup hanya meliputi pembangunan infrastruktur, 

dan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa 

b. Kajian ini lebih dikhususkan pada pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang tercantum 

pada pasal 78 BAB  IX dan peran  pemerintah Desa 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 

59. 

 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur Desa yang ditinjau dari Fiqh 

Siyasah. Karena masih banyak kasus tidak meratanya 

pembangunan daerah pedesaan di negeri ini yang belum 

teratasi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dalam 

hal ini diatur oleh Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang 

Desa. 
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2. Subfokus Penelitian 

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah dengan 

penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini mendiskripsikan serta menjelaskan data yang 

diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari 

variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan 

melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, 

melakukan observasi, serta melakukan dokumentasi. 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur pada 

Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana Implementasi Pembangunan Infrastruktur pada 

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Fiqh Siyasah?  

 

F. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui implementasi pada Pasal 78 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar 

Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus 

2.  Untuk mengetahui Implementasi pada Pasal 78 Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar 

Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus ditinjau dari Fiqh Siyasah  
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G. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik 

dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan 

dengan Hukum Tata Negara 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan 

politik Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan 

sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum 

Tata Negara 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat 

agar mereka paham terkait tugas, tanggung jawab dan 

wewenang kepala Desa juga pemerintahan Desa 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU No. 6 tahun 

2014 tentang Desa 

2. Secara Praktis 

a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan 

lebih kritis 

c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa 

dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung  

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

  Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa literatur 

yang dijadikan acuan dasar, antara lain: 
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1. Lisa Oktavia, 2018 “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-

Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan 

Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekaan yuridis normatif dan yuridis empiris Data yang 

digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam 

penentuan narasumber ditentukan secara purposive sampling, 

dalam hal ini peneliti menetukan sendiri sampel yang diambil 

karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil 

secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Prosedur 

penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian 

Lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah 

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa 

Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten 

Pesisir Barat serta Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang 

Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu.
22

 

2. Riko Rianto Prayogo, 2019 “Implementasi Permendagri No. 

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 

Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah (di Desa Selika 

Kabupaten Kaur)” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis 

sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa 

tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan 

atau wilayah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini 

bertujuan meninjau pelaksanaan pembangunan Desa tersebut 

                                                                 
22Lisa Oktavia, “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa 

Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa 

Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”, (Skripsi, 

UIN Raden Intan Lampung, 2018), 

http://repository.radenintan.ac.id/4490/1/skripsi%20AD.pdf diakses pada 25 April 

2021. 

http://repository.radenintan.ac.id/4490/1/skripsi%20AD.pdf
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dari sudut padang bidang siyasah idariyah yang termasuk di 

dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
23

 

3. Anjar Kurniawan, 2018 “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa 

Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung 

Selatan)” Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis 

dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

tertentu. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan 

pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan, 

Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini hanya 

melukiskan, memaparkan, melaporkan suatu keadaan objek 

tanpa menarik kesimpulan umum, kemudia pada akhir 

pembahasan dilakukan suatu tinjauan.
24

 

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan 

Pertama aspek lokasi penelitian, kedua penelitian ini fokus terhadap 

implementasi pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pembahasan dalam penelitian ini membandingkan antara 

pembangunan infrastruktur kedua Desa yang ada di Kecamatan Limau 

sehingga berbeda dengan kajian terdahulu. 

 

 

                                                                 
23Riko Rianto Prayogo,  “Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah (di Desa 

Selika Kabupaten Kaur)”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019).  

http://repository.iainbengkulu.ac.id/view/creators/Rianto_Prayogo=3ARiko=3A=3A.h

tml diakses pada 17 September 2021 
24Anjar Kurniawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung 

Selatan)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), 

http://repository.radenintan.ac.id/5281/ diakses pada 30 April 2021. 

http://repository.iainbengkulu.ac.id/view/creators/Rianto_Prayogo=3ARiko=3A=3A.html
http://repository.iainbengkulu.ac.id/view/creators/Rianto_Prayogo=3ARiko=3A=3A.html
http://repository.radenintan.ac.id/5281/
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I. Metode Penelitian 

 Susiadi dalam buku metodologi penelitian, definisi metode 

penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan 

prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal ini disebabkan 

ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan. 

metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara 

melaksanakan penelitian.
25

 

Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan Penelitian Lapangan (field research). Yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada 

responden.
26

 Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang 

dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti.   

b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis. Metode deskritif adalah suatu metode 

penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat 

deskritif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan 

objektif,mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

tertentu.
27

 Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data 

yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Desa Banjar 

Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus 

                                                                 
25Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016), 26. 
26Ibid, 9. 
27Kaelan,  Metode  Penelitian Kualitatif  Bidang Filsafat,  (Yogyakarta: 

Paradigma, 2005), 58. 
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat darimana data itu di 

peroleh.
28

 Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari sumber dari objek penelitian atau responden.
29

 Data 

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer 

dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara 

individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari 

lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan 

di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus. 

b. Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat 

Alquran, Hadits, ijma ulama, Undang-Undang tentang 

Desa, buku-buku yang berkaitan permasalahan yang akan 

dibahas, serta media on-line seperti jurnal dan blog. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan 

teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan 

penelitian adalah mengumpulkan data.
30

 Metode pengumpulan 

data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki 

kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data 

tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai 

                                                                 
28Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2004), 115. 
29Cholid Narbuko, Abu Achmad, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013), 98. 
30Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14 (Bandung: Alfabeta, 

2009), 402. 
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dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa 

metode pengumpulan data
31

 

a. Observasi  

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran 

riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si 

peneliti.
32

 Observasi ini dilakukan di Desa Banjar Agung 

dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis 

penelitian.
33

 Dalam penelitian ini dilakukan wawancara 

terhadap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tokoh 

Adat dan masyarakatnya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan data yang 

berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai 

hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah 

variabel yang berupa catetan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian.
34

  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karasteristik tertentu, jelas dan 

lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi 

                                                                 
31Sujarweni V. Wiratna, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah 

Dipahami (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31. 
32Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), 147. 
33Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Op.Cit, 54. 
34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), 247. 
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dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 

sebagainya.
35

 Populasi digunakan untuk menyebutkan 

seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang 

menjadi sasaran penelitian.
36

 Dalam skripsi ini populasinya 

adalah kepala Pekon dan perangkat Pekon serta tokoh Desa 

dan masyarakat Desa Banjar Agung dan Desa Badak 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang 

dijadikan objek penelitian.
37

 Sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, penentuan sampel dalam teknik ini 

dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 

sampel.
38

 Purposive sampling adalah peneliti menetukan 

sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 

tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi 

ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini antara lain: Kepala Desa (2 orang) 

Perangkat Desa (5 orang), Tokoh Desa (2 orang), Tokoh 

Masyarakat (2 orang), Masyarakat (6 orang) yang dilakukan 

di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus. 

5. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam pengolahan data penulis melakukan dengan 

beberapa cara, di antaranya sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah 

sesuai/relevan dengan masalah yang terjadi di Desa Banjar 

Agung dan Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten 

Tanggamus. 

                                                                 
35Susiadi, Op,Cit, 81. 
36Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), 147. 
37 Suharsimi Arkunto, Op, Cit, 102. 
38 Suharsimi Arkunto, Ibid, 155. 
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b. Rekonstruksi data (reconstructing) 

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. 

c. Sistematisasi data (sistematizing) 

  Yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
39

 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis 

data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah 

metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya 

sedikit, bersifat monografis atau  wujud kasus-kasus 

(sehingga tidak dapat disusun dalam struktral klasifikasi), 

maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif.
40

 Selanjutnya 

analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna 

memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan 

Implementasi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Setelah semua data terkumpul, penulis 

mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara 

berpikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus 

dan kongkret, ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal 

dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika 

penulisan  skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, berisi penjelasan mengenai 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

                                                                 
39Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, 126. 
40Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 5. 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitia dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAR TEORI, berisi penjelasan mengenai 

landasan teori yang mendasari penelitian.  

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, berisi penjelasan 

mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, berisi penjelasan mengenai 

analisis data penelitian dan temuan penelitian. 

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang 

dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di 

lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah 

pembangunan di Desa Banjar Agung dan Desa Badak 

Kecamatan Limau, maka kesimpulannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi pembangunan infrastruktur pada Pasal 78 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di 

Desa Banjar Agung sudah terealisasikan dengan baik  

dimana dana yang diberikan kepada Desa Banjar Agung 

yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah 

banyak yang direalisasikan oleh Pemerintah Desa Banjar 

Agung. Dan juga tahapan perencanaan pelaksanaan dan 

pengawasan di Desa Banjar Agung sudah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Sedangkan di Desa Badak secara keseluruhan belum 

terealisasi dengan baik di Desa Badak dana yang ada 

masih dialihkan kepada penanganan wabah Covid-19. 

Sehingga pembangunan infrastruktur belum nyata terlihat 

baik dari segi fisik maupun dana untuk pembangunan 

yang ada di Desa tersebut. 

2. Tinjauan/pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi 

Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa di Desa Banjar Agung dan Desa Badak Kecamatan 

Limau Kabupaten Tanggamus sudah berjalan sesuai 

dengan fiqh siyasah karena pembangunan dilandaskan 

pada konsep-konsep pembangunan yang mementingkan 

kesejahteraan umat yang mencakup Tauhid (Keesaan dan 

Kedaulatan Allah SWT), Rububiyah (ketentuan-ketentuan 

Allah tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk 
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menyempurnakan segala pemberian-Nya), Khilafah 

(fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), 

dan Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa 

rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur khususnya di Desa Banjar Agung dan Desa 

Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. 

Penulis merekomendasikan 3 hal yang dapat 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Desa 

dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang 

ada di Desa Banjar Agung dan Desa Badak dalam 

peningkatan pembangunan khususnya Desa Badak. 

2. Seperti yang kita ketahui kelancaran akses mobilitas 

menuju Desa merupakan faktor penting untuk menunjang 

pembangunan oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih 

dari pemerintah demi tercapainya kemaksimalan 

pembangunan tersebut. 

3. Potensi yang ada di Desa dapat dimaksimalkan 

penggunaannya salah satunya dengan menjadikan potensi 

tersebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMN) yang 

nantinya dapat membuat Desa lebih mandiri dan tidak 

bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah) yang dari Kabupaten saja. 
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